LAMPIRAN
Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Nomor : S- <2\ /PK/2019

Tanggal : 2 Oevopers 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BANTUL
Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Kode Daerah: 1201 ‘
No. | "%~ Materi Raperda . " Keterangan
1 Nama - " -
7 Objek Ketentuan Pasal 47 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Disesuaikan dengan ketentuan
Pasal 47 Pasal 47 Pasal 117 UU Nomor 28 Tahun
{1) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan | (1) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan | 2009.
pengujian kendaraan bermotor termasticpelayanan-pumpang-dii pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di
(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang
adalah penguijian kendaraan untuk : diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
a. kendaraan bermotor milik TNI/POLRI; (2) Dikecualikan dari objek refribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
b. kendaraan bermotor baru, selama 1 (satu) tahun sejak adalah pengujian kendaraan untuk :
diterbitkannya Surat Tanda Nomer Kendaraan Bermotor; a. kendaraan bermotor milik TNYPOLRI;
c. kendaraan bermotor dalam keadaan rusak berat yang dibuktikan b. kendaraan bermotor baru, selama 1 (satu) tahun sejak
dengan surat keterangan pengembalian surat-surat kendaraan dari diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
pihak yang berwenang; c. kendaraan bermotor dalam keadaan rusak berat yang dibuktikan
kendaraan pemadam kebakaran; dan dengan surat kelerangan pengembalian surat-surat kendaraan dari
kendaraan palang merah. pihak yang berwenang;
kendaraan pemadam kebakaran; dan
kendaraan palang merah.
3. | Subjek ¢ . -
4. Golongan Retribusi - : :
5. Cara Mengukur Tingkat Pasal 73 - Telah sesuai dengan UU
Penggunaan Jasa (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumiah pelaksanaan Nomor 28 Tahun 2009.
pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan ruang menara
telekomunikasi.
(2) Setiap menara telekomunikasi dilaksanakan pengawasan dan
pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2
(dua) kali dalam 1 (satu) tahun. :
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Prinsib- Peﬁéﬁapén Struktur dan Ketentuan Pasal 51 disempumakan menjadi sebagai berikut : 1. Sesuai ketentuan
Besarnya Tarif Retribusi Permenhub Nomor PM 133
Pasal 51 Pasal 51 Tahun 2015  tentang

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada | (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi adalah untuk Penguijian Berkala
tujuan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengujian menutup sebagian biaye penyediaan jasa pengujian kendaraan bermotor Kendaraan Bermotor,
kendaraan bermotor dengan memperimbangkan  kemampuan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek kegiatan pengujian berkala
masyarakat dan aspek keadilan. keadilan. atas kendaraan bemmotor

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: {2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : meliputi:

a. biaya formulir pendaftaran; a. Biaya formulir pendaftaran; a. Pemeriksaan

b. biaya pengujian; b. Biaya pengujian; persyaratan teknis;

c. biaya penggantian tanda uiji berkala dan pengetokan nomor uji; dan c. Biaya penggantian tanda uji berkata dan pengetokan nomor uji; dan b. Pengujian laik jalan;
d. biaya penyediaan kartu pintar (smart card); d. Biaya penyediaan kartu pintar (smart card). dan

(3) Selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya |(3) Selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya ¢. Pemberian tanda lulus
tambahan sesuai jenis layanan. tambahan sesuai jenis layanan. uji.

(4) Jenis l[ayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: (4) Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi : 2. Dengan demikian, layanan
a. Uuji kendaraan bary; a. Ujikendaraan bary; dan mutasi uji tidak termasuk
b—mutasi-ufi-danfatau b. Perubahan spesifikasi teknis kendaraan. kegiatan pengujian berkala
e- perubahan spesifikasi teknis kendaraan. kendaraan bermotor

sehingga bukan
merupakan objek Retribusi
Pengujian Kendaraan
Bermotor sesuai ketentuan
Pasal 117 UU Nomor 28
Tahun 2008.

Ketentuan Pasal 74 pada perda induk diubah menjadi sebagai berikut: 3. Ketentuan Pasal 74 pada

Pasal 74
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi adalah untuk menutup ... (seluruh atau
sebagian) biaya penyediaan jasa pengawasan dengan
mempertimbangkan efektivitas pengendalian menara
telekomunikasi.

perda  induk  (Perda
Kabupaten Bantul Nomor 9
Tahun 2011) disesuaikan

dengan metode
penghitungan tarif
retribusi, ’

2
k.
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(2) Biaya penyediaan ja t (1) '
meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan
kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
(3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri
atas komponen sebagai berikut:
a. Honorarium petugas pengawasan;
b. biaya transportasi;
¢. biaya uang makan; dan
d. biaya alat tulis kantor.
(4) Besaran hiaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disesuaikan dengan standar harga yang ditetapkan oleh Bupati.
7. | Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 52 - Telah sesuai dengan UU
Retribusi Besaran tarf Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tercantum dalam Nomor 28 Tahun 2009.
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.
Lampiran Tarf Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor disempurnakan
menjadi sebagai berikut :
Lampiran Lampiran
Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
No. Pelayanan Tarif Retribusi No. Pelayanan Tarif Retribusi
1 2 3 1 2 3
A. | Pengujian Berkala Kendaraan A. | Pengujian Berkala Kendaraan
1. | Mobil Penumpang Umum Rp. 36.000,00 (tiga puluh enam 1. | Mobil Penumpang Umum Rp. 36.000,00 (tiga puluh enam
ribu rupiah) ribu rupiah)
2. | Mobil Bus 2. | Mobil Bus
a. Jumlah Berat Diperbelehkan (JBB) | Rp. 36.000,00 (tiga puluh enam a. Jumlah Berat Diperbolehkan Rp. 36.000,00 (figa puluh enam
kurang dari atau sama dengan ribu rupiah) (JBB) kurang dari atau sama ribu rupiah)
4,000 kg (empat ribu kilogram) dengan 4.000 kg (empat ribu
> Ejeub?:adhasf!r.%toglE;r(i:e:ﬁpj;ﬁ?btmm Rp. 45.000,00 (empat puluh lima b. Jslrﬁg;agirat Diperbolehkan (JBB) | Rp. 45.000,00 (empat puluh lima | | 1+ Kendaraan Khusus  tidak
kilogram) ribu rupiah) lebih dari 4.000 kg (empat ribu ribu rupiah) termasuk sebagai
3. | Mobil Barang kilogram) kendaraan yang wajib uji
a. Jumlah Berat Diperbolehkan (JBB) | Rp. 36.000,00 (tiga puluh enam 3. | Mobil Barang berkala sesuai ketentuan
kurang dari atau sama dengan ribu rupiah) a. _Jumlah Berat Diperbolehkan Rp. 36.000,00 (tiga puluh enam
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" 4.000 (empat ribu

b. Jumlah Berat Diperbolehkan (JBB)
lebih dari 4.000 (empat ribu)

Rp. 45.000,00 (empat puluh lima
ribu rupiah)

(JBB) kurang dari atau sama
dengan 4.000 (empat ribu)
kilogram

b.  Jumlah Berat Diperbolehkan
(JBB) lebih dari 4.000 {empat
ribu) kilogram

rﬁl;u rupiah)

Rp. 45.000,00 (empat puluh lima
ribu rupiahy)

Kereta Gandengan

Rp. 36.000,00 (tiga puluh enam
ribu rupiah)

Kereta Tempelan

Rp. 36.000,00 (figa puluh enam
ribu rupiah)

kilogram
Kendaraanhusus

4.000-kg-{empat-ribu-kilogram)

: 4 008 : : ;

kilogramy

Ef‘;asgg da ata_u 5"‘".”9 ga Bi-rupiah)

: : 4000 i) A o

kitegram

Penggantian Tanda Uji, Pengetokan
Nomor Uji

Rp. 12.000,00 (dua belas ribu
rupiah)

Uji Kendaraan Baruf perubahan
spesifikasi teknis kendaraan

Rp. 24.000,00 (dua puluh empat
ribu rupiah)

Penggantian sebuah tanda uji karena
hilang atau rusak sebetum habis masa
berlakunya

Rp. 12.000,00 {dua belas ribu
rupiah}

Kereta Gandengan

Rp. 36.000,00 (tiga puluh enam
ribu rupiah)

Penyediaan Kartu pintar (smart card)

Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima
ribu rupiah)

Kereta Tempelan

Rp. 36.000,00 (tiga puluh enam
ribu rupiah)

Penggantian Tanda Uji, Pengetokan '
Nomor Uji

Rp. 12.000,00 (dua belas ribu
rupiah)

Penggantian buku uji atau kartu pintar
(smart card) karena hilang atau rusak
sebelum habis masa berlakunya

Rusak Rp. 50.000,00 (lima puluh
ribu rupiah)

Hilang Rp. 100.000,00 (seratus
ribu rupiah)

Mutasi-Uji/Uji Kendaraan Baru/
perubahan spesifikasi teknis

kendaraan

Rp. 24.000,00 (dua puluh empat
ribu rupiah)

Formutic-Pendafiaran

Penggantian sebuah tanda uji karena
hilang atau rusak sebelum habis masa
berlakunya

Rp. 12.000,00 (dua belas ribu
rupiah)

Penyediaan Kartu pintar (smart card)

Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima
ribu rupiah)

Penggantian buku uji atau kartu pintar
(smart card) karena hilang atau rusak
sebelum habis masa berlakunya

Rusak Rp. 50.000,00 (lima puluh
ribu rupiah)

Hilang Rp. 100.000,00 (seratus
ribu rupiah)

PP Nomor 55 Tahun 2012
tentang Kendaraan.
Dengan demikian,
kendaraan khusus bukan
merupakan objek Retribusi
Pengujian Kendaraan
Bermotor sesuai ketentuan
Pasal 117 UU Nomor 28
Tahun 2009.

Pelayanan pengujian
kendaraan bermotor pada
kegiatan  numpang  uji
sama seperti pelayanan
pengujian kendaraan
bermotor biasa. Dengan
demikian,  strukfur tarif
retribusi untuk numpang uji
tidak perlu diatur tersendiri,
namun cukup mengikuti
struktur tarif retribusi untuk
pengujian kendaraan
bermotor biasa.

Biaya penerbitan formulir
pendaftaran  seyogianya
telah diperhitungkan/
dimasukkan kedalam tarif
penguijian kendaraan
bermotor.
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Ketentuan Pasal 75 disempurnakan menjadi sebagai béﬁkuf::

. Apabila Pemda menggunakan metode tarif tunggal (besaran tarif
retribusi sama untuk setiap menara) :

Pasal 75
Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan
sebesar Rp...... (ooevvienne ) per menara per tahun.

Perhitungan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

B. Apabila Pemda menggunakan metode farif variabel (besaran tarif
retribusi berbeda untuk masing-masing menara) :

Pasal 75
(1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terutang ditetapkan
dengan formulasi sebagai berikut:

RPMT = Jumlzh indeks variabel x Tarif Retribusi
Jumlah variabel

atau (Pemda silakan pilih salah satu metode saja)

RPMT = Hasil perkalian indeks variabel x Tarif Retribusi

(2) Tarif Retribusi ditetapkan sebesar Rp...... (s ) per menara per
tahun.

(3) Indeks variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Indeks variabel jarak tempuh; dan
b. Indeks variabel jenis konstruksi menara

(4) Indeks variabel jarak tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

1. Sesuai dengan Putusan MK

. Berdasarkan hal tersebut,

September 2016.

. Pada dasarnya, prinsip
perhitungan Retribusi
Pengendalian Menara
Telekomunikasi adalah

. Faktor perhitungan Retribusi

Nomor 46 /PUU - XII/2014,
Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi
harus dihitung berdasarkan
pelayanan Pemda bukan
berdasarkan  persentase
dari NJOP PBB P2
bangunan menara.

metode penghitungan
Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi

agar berpedoman kepada
Surat Dirjen Perimbangan
Keuangan ~ Nomor  S-
743/PK/2015 tanggal 18
November 2015, serta Surat
Direktur PKKD Nomor S-
209/PK.3/2016 tanggal 9

untuk mengganti biaya yang
dikeluarkan Pemda dalam
mengawasi menara
telekomunikasi.

Pengendalian Menara
Telekomunikasi terdiri atas
Belanja Perjalanan Dinas
dan Belanja Barang Hahis
Pakai, frekuensi
pengawasan menara dalam

o
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h‘lljrﬁfa ditetapkan sebagai beﬁkljt 1 tahuh, jﬁmiah pefugé“?

a. Dalam kota indeks 0.9 kunjungan per menara,
b. Luar kota indeks 1.1 estimasi jumlah menara
(5) Indeks variabel jenis konstruksi menara sebagaimana dimaksud pada dalam 1 tahun, dan jumlah
; S menara yang akan
ayat (3) hurufb dltetaplkan sebagai berikut: dikunjungi dalam 1 hari,
a. Menara Pole  indeks 0.9 5. Belanja Perjalanan Dinas
b. Menara3kaki indeks 1 dipengaruhi oleh jumlah
c. Menara 4 kaki indeks 1,1 petugas, maka jumlah

Perhitungan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) petugas harus wajar dan

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan sesuai standar teknis.
B. Frekuensi pengawasan untuk

dari Peraturan Daerah ini. 1 menara cukup ditetapkan 2
kali per tahun, mengingat
tugas dan tanggungjawab
_ Pemda terkait keberadaan
C. Pada Bagian Lampiran Raperda dicantumkan: menara hanya mencakup
a. Cara menghitung tarif retribusi dan faktor-faktor yang fungsi pengawasan dan
mempengaruhinya, seperti jumlah kunjungan, jumlah menara, fungsi sosial.

jumlah petugas, jumiah menara yang diawasi dalam 1 (satu) | /- Jumiah menara yang akan
dikunjungi dalam 1 hari

(6

hari, dsh; dan tergantung dari jarak tempuh

. . ' . . u

b. Simulasilcontoh penghitungan retribusi terutang. el i, I JEB
sama/berdekatan,

8. Tarif  retribusi dapat

D. Dalam hal Pemda menggunakan metode tarif tunggal, maka contoh ditetapkan ~ berupa  tarif
dari Lampiran raperda adalah sebagai berikut: tunggal atau tarif variabel.

9. Dalam hal Pemda akan
menetapkan tarif tunggal,

Perhitungan tarif retribusi:
maka tarif tidak

(disesuaikan dengan kondisi dan SBU di daerah):

menggunakan
Contoh: 0 fgggl;ialﬂrj]rr:us gemé{ungan.
Jumlah Menara = 75 - al  Pemda .akan
; menetapkan tarif variabel,

Frekuensi kunjungan menara per tahun = 2

Jumlah kunjungan per hari = 3 menara per hari

Jumlah hari yang digunakan untuk mengunjungi menara = (75x2)/3 = 50 hari
1 Tim terdiri alas 3 orang

maka penggunaan variabel
dalam perhitungan tarif
mempertimbangkan
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hubungan antar  variabel.
DESKRIPSI pava | JUMUAH L mavak | duMias | keT Misalnys  ‘varlshel jark
HARI tempuh  sudah  mewakili
A. Belanja Perjalanan Dinas (biaya rata-rata per tahun untuk seluruh kunjungan variabel zonasidan variabel
menara): tinggi menara sudah mewakil
Transportasi | Rp....o... 50hari | 17Tim [ variabel jenis menara.
Uang Hardan | Rp............ 50 hari 3 orang B 11.Rumus Perhitungan  untuk
B. Belanja Bahan Habis Pakai per tahun: penetapan tarif variabel dapat
iﬁ(‘beha“ RDos 1Tahun | Rpewo, berupa: -
. RPMT = (Jumlah angka
C. Total Belanja per tahun (A+B): Bpooais indeks/Jurniah indeks
Biaya Rata-rata atau Tarif Pengawasan per tahun yang variabel) x Tarif Retribusi
ditetapkan menjadi Tarif Retribusi t
(Total Belanja per tahun (C) dibagi jumlah menara) BFH0OX ESUMT Hagi
= Hasil perkalian
indeks variabel x  Tarf
Retribusi
Contoh perhilungan retribusi terutang:
a. Unluk menara 4 kaki yang berada di dalam kota,
retribusi terutang sebesar Rp XXXX
b. Untuk menara 4 kaki yang berada di luar kota,
retribusi terutang sebesar Rp XXXX
Keterangan : Besaran refribusi terutang pada kasus a dan
kasus b sama
E. Dalam hal Pemda menggunakan metode tarif variabel, maka contoh
dari Lampiran raperda adalah sebagai berikut:
Perhitungan tarif refribusi:
(disesuaikan dengan kondisi dan SBU di daerah):
Contoh:
Jumiah Menara = 75
Frekuensi kunjungan menara per tahun = 2
Jumiah kunjungan per hari = 3 menara per hari
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Jumiah han'yéng digunakan untuk meng'.lnjungl menara (?5x2)13 50 han
1 Tim terdiri atas 3 orang

DESKRIPS! sava | AT Banvak | ML | KeT
A. Belanja Perjalanan Dinas (biaya rata-rata per tahun untuk seluruh kunjungan
menara):
Transportasi | Rp....c....... 50 hari 1 Tim Rpsiiais

Uang Harian | Rp... 50 hari 3 orang 1 J—

B. Belanja Bahan Habis Pakal per tahun;

iﬁ‘;‘be"a" S 1Tahun | Rpoonn
C. Total Belanja per tahun (A+B}): Rpiaisiais
Biaya Rata-rata atau Tarif Pengawasan per tahun yang
ditetapkan menjadi Tarif Retribusi Rp XXXX

(Total Belanja per tahun (C) dibagi jumlah menara)

Dalam hal pemda menggunakan metode indeks rata-rata maka
contoh perhitungan retribusi terutang yang dipakai adalah
sebagai berikut:

a. Untuk menara 4 kaki yang berada di dalam kota,
= indeks var jenis menara + indeks var jarak tempuh x Tarif
2
=11+ 0.9 xRp XXXX
2
= Rp AAAA

b. Untuk menara 4 kaki yang berada diluar kota :

= indeks var jenis menara + indeks var jarak tempuh x Tarif
2

=11+ 1.1 x RpXXXX
2
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Dalam hal pemda menggunakan metode perkalian indeks maka

contoh perhitungan retribusi terutang yang dipakai adalah

sebagai berikut:

a. Untuk menara 4 kaki yang berada didalam kota :

RPMT = indeks var jenis menara x indeks var jarak tempuh x Tarif
=1.1x0.9 x Rp XXXX
=RpCCCC
b. Untuk menara 4 kaki yang berada di luar kota :

RPMT = indeks var jenis menara x indeks var jarak tempuh x Tarif
=1.1x1.1x Rp XXXX
= Rp DDDD
8. Wilayah Pemungutan - -
9. Penentuan Pembayaran, Tempat| - -
Pembayaran, Angsuran, dan
Penundaan Pembayaran
10. | Sanksi:
a. Administratif - &
b. Pidana Pasal 95 Telah sesuai dengan UU
(1) Wajib Refribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga Nomor 28 Tahun 2009.
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3
(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah
Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
mengurangi kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusinya.
(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.
(4) Denda sebagaimana dimaksud ayat {1) adalah penerimaan negara.
11. | Penagihan - -
12. | Penghapusan Piutang Retribusi | - -

yang Kedaluwarsa
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Telah sesuai dengan UU
Nomor 28 Tahun 2009.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Bantul.

14. | Lain-lain

Catatan:
Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasallayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam

Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

“Jakarta, 2019

a.n. DirekturJenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah
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